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Abstrak

Partai politik Indonesia mengalami perubahan dari organisasi yang menampilkan garis ideologis,
basis sosial, dan identitas aliran yang relatif jelas menuju organisasi elektoral yang semakin
menekankan figur, survei, koalisi fleksibel, pemasaran politik, serta kemampuan memenangkan
jabatan. Artikel ini menganalisis transformasi tersebut dari masa demokrasi parlementer, Orde
Baru, Reformasi, hingga konfigurasi pasca-Pemilu 2024. Argumen utamanya ialah bahwa ideologi
tidak sepenuhnya lenyap, tetapi mengalami penipisan, personalisasi, komodifikasi, dan
penggunaan selektif. Elektabilitas telah menjadi mata uang utama karena sistem pemilu, biaya
kompetisi, mediatization, presidentialization, lemahnya pendanaan anggota, serta konsentrasi
kewenangan elite mendorong partai mengoptimalkan kemenangan jangka pendek. Akibatnya,
diferensiasi programatik melemah, koalisi menjadi cair, rekrutmen cenderung transaksional, dan
akuntabilitas representasi kabur. Namun, orientasi elektoral juga dapat memaksa partai lebih
responsif terhadap pemilih dan kelompok sosial baru. Tantangan demokrasi bukan
mengembalikan partai kepada ideologi yang kaku, melainkan membangun partai programatik
yang menggabungkan nilai, bukti, kompetisi, dan akuntabilitas. Artikel menawarkan agenda
reformasi pendanaan, demokrasi internal, kaderisasi, transparansi pencalonan, penguatan
oposisi, digitalisasi partisipatif, serta evaluasi berbasis konsistensi antara platform, perilaku
legislatif, dan kebijakan pemerintahan.

Kata Kunci: partai politik; ideologi; elektabilitas; personalisasi; kartelisasi; oligarki; sistem
kepartaian; demokrasi Indonesia; Pemilu 2024
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1. Pendahuluan: Partai di Antara Gagasan dan Suara

Partai politik lahir untuk mengorganisasikan konflik secara damai. la menghubungkan
masyarakat dan negara, merumuskan kepentingan menjadi program, merekrut pemimpin,
menawarkan pilihan, membentuk pemerintahan, serta mengawasi kekuasaan. Dalam gambaran
normatif, partai berbeda karena nilai dan proyek masyarakat yang diperjuangkan. Pemilih
kemudian memberikan mandat berdasarkan pilihan tersebut. Akan tetapi, partai juga harus
memenangkan pemilu. Tanpa suara dan kursi, ideologi tidak dapat diwujudkan. Ketegangan
antara keyakinan dan kemenangan merupakan kondisi dasar setiap partai demokratis.

Di Indonesia, ketegangan tersebut berkembang menjadi pertanyaan besar: apakah partai
masih memperjuangkan ideologi, atau terutama mengelola elektabilitas? Kampanye
menonjolkan figur, popularitas, survei, citra digital, dan koalisi. Banyak partai dapat bergabung
dalam pemerintahan yang sama meski sebelumnya berkompetisi keras. Perbedaan platform
sering kalah menonjol dibanding nama calon dan strategi komunikasi. Di tingkat daerah, partai
yang bersaing secara nasional dapat berkoalisi dalam kombinasi berbeda. Fleksibilitas ini
menunjukkan pragmatisme, tetapi juga dapat mencerminkan kemampuan merespons konteks.

Judul 'Dari Ideologi ke Elektabilitas' tidak dimaksudkan sebagai kronologi yang sepenuhnya
linear. Politik masa awal republik juga memuat patronase dan kepentingan elite; politik kini masih
menyimpan identitas agama, nasionalisme, kelas, serta orientasi kebijakan. Fossati (2019)
menunjukkan bahwa aliran dan politik Islam tetap berkaitan dengan perilaku pemilih, meskipun
hubungannya dengan ideologi tidak selalu kuat. Perubahan utama terletak pada bobot relatif:
kalkulasi kemenangan makin dominan dalam seleksi calon, koalisi, pesan, dan organisasi.

Artikel ini menggunakan pendekatan historis-institusional dan ekonomi politik. Transformasi
partai dijelaskan melalui perubahan rezim, sistem pemilu, pembiayaan, media, struktur sosial,
presidentialization, serta hubungan partai-negara. Penilaian tidak berhenti pada nostalgia
ideologi. Pertanyaan yang lebih berguna ialah bagaimana partai dapat tetap kompetitif sambil
memberi pilihan programatik, bagaimana elektabilitas diperoleh tanpa mengorbankan integritas,
dan bagaimana warga dapat meminta pertanggungjawaban ketika koalisi serta posisi partai
berubah.

2. Apa yang Dimaksud Ideologi Partai?

Ideologi adalah sistem gagasan tentang masyarakat yang baik, sumber ketidakadilan, peran
negara, hubungan individu dan komunitas, serta jalan perubahan. Dalam partai, ideologi memberi
identitas, bahasa, prioritas, batas koalisi, dan kriteria kebijakan. Ideologi tidak harus berupa
doktrin tertutup. la dapat berbentuk orientasi nilai yang cukup jelas untuk membimbing
keputusan ketika kepentingan jangka pendek menggoda. Tanpa orientasi, partai mudah menjadi
kendaraan jabatan.
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Ideologi memiliki dimensi programatik dan simbolik. Dimensi programatik terlihat dalam
pajak, perlindungan sosial, pasar tenaga kerja, kebebasan sipil, lingkungan, pendidikan, dan
desentralisasi. Dimensi simbolik terlihat pada identitas nasional, agama, sejarah, tokoh, serta
ritus organisasi. Partai dapat kuat secara simbolik tetapi kabur secara programatik. Pemilih
mengenali warna dan figur, namun sulit memprediksi kebijakan ekonomi atau sosial yang akan
dilaksanakan.

Dalam konteks Indonesia, konsep aliran membantu membaca keterkaitan organisasi,
agama, komunitas, dan pilihan politik. Aliran bukan sekadar posisi kiri-kanan ala Eropa,
melainkan jaringan sosial-kultural. Urbanisasi, pendidikan, mobilitas, media, dan perubahan
kelas melemahkan sebagian ikatan lama, tetapi tidak menghapusnya. Identitas dapat diaktifkan
kembali ketika kompetisi memerlukan diferensiasi.

Ideologi juga dapat disalahgunakan. Doktrin dapat membenarkan eksklusi, menutup
perdebatan, dan mengubah lawan menjadi musuh. Karena itu, tujuan bukan mengembalikan
polarisasi keras. Partai demokratis membutuhkan ideologi terbuka: nilai cukup tegas untuk
memberi arah, tetapi program dapat diperbarui oleh bukti, deliberasi, dan perubahan
masyarakat.

3. Elektabilitas sebagai Rasionalitas Organisasi

Elektabilitas adalah probabilitas dipilih. Dalam demokrasi, perhatian terhadap elektabilitas
sah karena partai harus mendengar warga. Survei dapat mengoreksi keyakinan elite, mengungkap
kebutuhan, dan menguji pesan. Kandidat populer dapat menarik kelompok baru. Masalah muncul
ketika elektabilitas berubah dari indikator menjadi tujuan tunggal, sehingga pertanyaan 'apa yang
benar dan perlu?' digantikan oleh 'apa yang menjual sekarang?'.

Rasionalitas elektoral mendorong partai mengalokasikan sumber daya pada calon, isu,
wilayah, dan media dengan hasil suara tertinggi. Kandidat dinilai melalui popularitas, likeability,
jaringan, dan kemampuan membiayai kampanye. Kaderisasi jangka panjang kalah terhadap
celebrity recruitment. Policy unit kalah terhadap war room. Komunikasi jangka pendek
mengalahkan pendidikan politik.

Elektabilitas bersifat refleksif. Survei tidak hanya mengukur preferensi; publikasi survei dapat
membentuk persepsi viability, menarik donor, media, relawan, dan elite. Kandidat yang dianggap
kuat mendapat sumber daya tambahan, lalu benar-benar menguat. Metodologi, sponsor,
framing, dan timing karena itu memiliki konsekuensi politik. Transparansi survei merupakan
bagian dari integritas pemilu.

Partai perlu membedakan responsiveness dan pandering. Responsiveness menerjemahkan
kebutuhan ke kebijakan yang bertanggung jawab; pandering menjanjikan apa pun yang populer
tanpa memperhitungkan dampak. Kepemimpinan demokratis kadang harus menjelaskan
kebijakan sulit. Elektabilitas yang sehat tumbuh dari kepercayaan dan kompetensi, bukan
manipulasi emosi.
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4. Demokrasi Parlementer dan Politik Aliran

Pemilu 1955 sering dipandang sebagai masa ketika partai memiliki identitas sosial dan
ideologis kuat. Nasionalisme, Islam, komunisme, sosialisme, dan berbagai tradisi organisasi
membentuk kompetisi. Partai terkait dengan media, serikat, organisasi perempuan, pemuda,
pendidikan, serta komunitas keagamaan. Kehidupan partai bukan hanya kampanye lima tahunan,
tetapi ekosistem sosial.

Kekuatan ideologis memberi pemilih pilihan yang dapat dikenali dan menciptakan kader
dengan identitas organisasi. Namun, fragmentasi, konflik kabinet, dan ketegangan ideologis juga
menyulitkan stabilitas. Politik aliran dapat memperdalam segmentasi. Pengalaman ini sering
dipakai untuk membenarkan penyederhanaan politik pada periode berikutnya.

Masa awal republik menunjukkan bahwa ideologi tidak otomatis menghasilkan
pemerintahan efektif. Partai memerlukan kemampuan kompromi, desain koalisi, administrasi,
serta disiplin program. Tanpa itu, diferensiasi dapat berakhir pada kebuntuan. Sebaliknya,
stabilitas tanpa kompetisi dapat mematikan akuntabilitas. Tantangannya adalah menggabungkan
pilihan substantif dengan kemampuan memerintah.

Ingatan terhadap 1955 juga sering romantis. Organisasi massa tidak selalu sepenuhnya
demokratis, patronase tetap ada, dan elite memainkan peran besar. Pelajaran yang relevan bukan
menyalin konfigurasi lama, tetapi memahami bahwa partai kuat ketika tertanam dalam
masyarakat dan menyediakan makna di luar pencalonan.

5. Orde Baru: Depolitisasi, Fusi, dan Hegemoni Elektoral

Orde Baru menyederhanakan sistem menjadi Golkar, PPP, dan PDI melalui fusi serta kontrol
negara. Politik massa dibatasi, ideologi diseragamkan, dan Pancasila dijadikan asas tunggal.
Pemilu berlangsung berkala, tetapi kompetisi tidak setara. Birokrasi, sumber daya negara,
regulasi, dan keamanan menopang dominasi Golkar. Elektabilitas dalam konteks ini bukan pasar
politik bebas, melainkan hasil struktur kekuasaan.

Depolitisasi mengubah partai menjadi organisasi yang dibatasi fungsinya. Pendidikan politik
kritis melemabh; loyalitas administratif dan pembangunan menjadi bahasa dominan. Di sisi lain,
jaringan sosial lama tidak sepenuhnya hilang. Mereka bertahan dalam organisasi agama,
keluarga, kampus, dan komunitas, lalu kembali muncul setelah Reformasi.

Warisan Orde Baru penting bagi partai kini. Tradisi sentralisasi, ketergantungan pada tokoh,
hubungan dekat dengan negara, dan orientasi patronase tidak hilang saat aturan demokratis
diperkenalkan. Institusi formal berubah lebih cepat daripada budaya organisasi. Banyak partai
Reformasi mengadopsi mekanisme elektoral modern sambil mempertahankan hierarki kuat.

Pengalaman Orde Baru juga mengingatkan bahwa perolehan suara tidak selalu identik
dengan legitimasi demokratis. Kualitas kompetisi, kebebasan, informasi, dan organisasi
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menentukan makna angka pemilu. Dalam demokrasi kini, tantangan bukan dominasi tunggal
yang sama, melainkan ketimpangan sumber daya, konsentrasi media, dan koalisi elite yang dapat
mempersempit pilihan.

6. Reformasi 1998 dan Ledakan Pluralisme Partai

Reformasi membuka kebebasan mendirikan partai, kompetisi, pers, dan organisasi. Pemilu
1999 menampilkan keragaman serta kebangkitan identitas. Sistem multipartai mencerminkan
masyarakat majemulk, tetapi juga menuntut aturan untuk mengelola fragmentasi. Ambang batas,
verifikasi, dan desain kursi berkembang sebagai upaya menyederhanakan kompetisi.

Partai baru muncul dari organisasi lama, tokoh, jaringan agama, gerakan reformasi, dan
pecahan elite. Sebagian memiliki platform, tetapi kebutuhan cepat membangun struktur nasional
mendorong ketergantungan pada figur dan modal. Institusionalisasi tidak mengikuti kecepatan
pemilu. Banyak partai hadir sebagai electoral vehicle sebelum menjadi organisasi anggota.

Demokrasi langsung untuk presiden dan kepala daerah meningkatkan orientasi kandidat.
Kampanye berpusat pada figur yang menjangkau pemilih lintas partai. Partai menjadi gatekeeper
pencalonan sekaligus kendaraan bagi kandidat populer. Hubungan ini ambivalen: kandidat
membutuhkan tiket, partai membutuhkan elektabilitas dan sumber daya kandidat.

Reformasi berhasil menciptakan pergantian kekuasaan kompetitif, tetapi tidak otomatis
membangun partai programatik. Kebebasan adalah prasyarat, bukan hasil akhir. Tugas
berikutnya adalah mengubah organisasi elite menjadi institusi publik yang transparan,
demokratis, dan berakar.

7. Sistem Pemilu dan Insentif Personalisasi

Sistem proporsional daftar terbuka mendorong kandidat dari partai yang sama bersaing
memperoleh suara personal. Pemilih memiliki pilihan lebih besar, tetapi kompetisi intrapartai
meningkatkan biaya, personal branding, dan kebutuhan jaringan individual. Kandidat dapat lebih
loyal kepada basis pribadi daripada program partai. Kampanye partai terfragmentasi menjadi
banyak kampanye kandidat.

Desain ini meningkatkan akuntabilitas personal karena pemilih dapat memilih calon, bukan
hanya daftar. Namun, ia dapat melemahkan disiplin programatik dan mendorong politik uang.
Kandidat harus membangun saksi, relawan, baliho, serta logistik sendiri. Mereka yang memiliki
modal, popularitas, jabatan, atau keluarga politik memperoleh keuntungan.

Perubahan ke daftar tertutup dapat memperkuat partai tetapi juga memperbesar kuasa elite
pusat dalam menentukan urutan calon. Tidak ada desain tanpa trade-off. Reformasi perlu disertai
demokrasiinternal, transparansi seleksi, dan pendanaan. Mengubah formula tanpa memperbaiki
organisasi hanya memindahkan titik konsentrasi kekuasaan.
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Besaran daerah pemilihan, ambang batas, dan konversi suara juga memengaruhi strategi.
Partai menimbang isu nasional dan kandidat lokal secara simultan. Sistem kompleks mendorong
profesionalisasi data, tetapi juga memperluas jarak antara warga dan mekanisme representasi.

8. Presidentialization dan Dominasi Figur

Pemilihan presiden langsung menempatkan figur nasional di pusat kompetisi. Partai dan
koalisi membangun kampanye di sekitar kandidat, sementara platform sering disesuaikan.
Kepribadian, biografi, gaya komunikasi, dan citra kepemimpinan menjadi heuristic bagi pemilih.
Partai memperoleh coattail effect dari kandidat kuat.

Presidentialization juga memengaruhi organisasi. Ketua umum atau patron yang
mengendalikan pencalonan presiden memperoleh posisi luar biasa. Keputusan strategis
terkonsentrasi. Kandidat eksternal dapat mengambil alih identitas koalisi, sedangkan kader
internal tersisih bila elektabilitasnya rendah.

Figur tidak selalu buruk. Pemimpin dapat menyederhanakan pilihan, memobilisasi harapan,
dan membawa inovasi. Masalah muncul ketika institusi tidak mampu bertahan tanpa figur,
suksesi tidak jelas, dan kritik internal dianggap pengkhianatan. Mendrofa dan Efriza (2022)
menyoroti kecenderungan personalisasi partai Reformasi.

Partai terinstitusionalisasi mampu mengubah popularitas figur menjadi kapasitas organisasi
dan kebijakan. Figur tunduk pada platform, prosedur, serta pengawasan. Partai personalistik
sebaliknya mengubah organisasi menjadi perpanjangan pemimpin. Ujian terpenting ialah suksesi
dan kemampuan berbeda pendapat.

9. Survei, Konsultan, dan Industrialisasi Kampanye

Survei opini, focus group, microtargeting, dan analytics membuat kampanye lebih ilmiah.
Partai dapat memetakan isu, wilayah, kelompok, dan efektivitas pesan. Data mengurangi
ketergantungan pada intuisi elite. Namun, penggunaan data dapat mempersempit politik menjadi
optimasi preferensi yang sudah ada, bukan pembentukan agenda bersama.

Konsultan membawa profesionalisme, tetapi hubungan transaksional dapat menggantikan
pengetahuan kader. Strategi menjadi proprietary dan hilang setelah kampanye. Partai perlu
membangun kapasitas internal agar belajar dari data. Konsultan seharusnya memperkuat
organisasi, bukan menciptakan ketergantungan.

Horse-race journalism menonjolkan siapa naik atau turun daripada perbedaan program.
Kandidat mengubah strategi untuk memenangkan siklus berita. Publik menerima politik sebagai
pertandingan, bukan deliberasi. Media dan lembaga survei perlu menyediakan konteks
metodologis serta pembahasan isu.
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Industrial campaign juga meningkatkan biaya. Produksi konten, iklan, tim digital, survei,
konsultan, relawan, dan mobilisasi memerlukan dana. Tekanan ini menghubungkan elektabilitas
dengan pendanaan dan potensi capture. Transparansiindustri politik menjadi agenda demokrasi.

10. Pendanaan Partai dan Ekonomi Politik Kandidasi

Partai membutuhkan dana untuk kantor, kaderisasi, penelitian, komunikasi, dan pemilu.
luran anggota lemah, bantuan negara terbatas, dan biaya kampanye tinggi. Kesenjangan diisi
donor, pejabat, pengusaha, serta kandidat. Ketergantungan ini memengaruhi siapa yang
dicalonkan dan kebijakan apa yang diperjuangkan.

Candidate self-financing menjadikan kemampuan finansial sebagai indikator kelayakan.
Mahar politik sulit dibuktikan, tetapi persepsi tentang transaksi pencalonan merusak
kepercayaan. Kandidat terpilih menghadapi insentif mengembalikan biaya atau memenuhi
komitmen donor. Korupsi politik bukan hanya masalah moral individual, melainkan model
pembiayaan.

Bantuan negara dapat mengurangi ketergantungan, tetapi memerlukan syarat: audit,
demokrasi internal, proporsi untuk pendidikan politik, representasi perempuan, serta
transparansi. Subsidi tanpa reformasi dapat memperkuat elite yang ada. Desain harus memberi
insentif bagi partai yang membangun anggota dan kebijakan.

Laporan keuangan formal sering tidak menangkap seluruh ekosistem: relawan, pihak ketiga,
iklan digital, fasilitas, dan in-kind contribution. Beneficial ownership donor dan pemasok perlu
dibuka. Batas sumbangan hanya bermakna bila penegakan serta data transaksi efektif.

11. Oligarki, Kartelisasi, dan Pelemahan Diferensiasi

Oligarki menunjuk konsentrasi sumber daya material dan kekuasaan pada kelompok kecil.
Dalam partai, oligarki terlihat pada kontrol pencalonan, kepengurusan, keuangan, dan arah
koalisi. Tambunan (2023) menunjukkan bagaimana elite partai dan strategi kartel dapat
memengaruhi proses legislasi. Masalahnya bukan sekadar orang kaya masuk politik, tetapi
ketimpangan kemampuan menentukan agenda.

Kartelisasi terjadi ketika partai yang bersaing bekerja sama untuk mengamankan akses
negara, mengurangi risiko oposisi, dan melindungi kepentingan bersama. Koalisi besar dapat
menciptakan stabilitas, tetapi juga mengaburkan alternatif dan melemahkan pengawasan. Partai
menjadi lebih dekat dengan negara dan lebih jauh dari anggota.

Indonesia mengenal koalisi cair karena sistem presidensial multipartai memerlukan
dukungan legislatif. Power-sharing dapat mencegah deadlock. Akan tetapi, bila hampir semua
partai masuk pemerintahan, pemilih sulit mengatribusi keberhasilan dan kegagalan. Opposition
deficit mengurangi akuntabilitas.
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Kartel tidak berarti tidak ada kompetisi. Elite dapat berkompetisi sengit dalam pemilu lalu
berbagi sumber daya setelahnya. Kompetisi elektoral dan kolusi pemerintahan hidup
berdampingan. Inilah paradoks: elektabilitas diperebutkan, tetapi diferensiasi programatik
menipis.

12. Koalisi Pragmatis dan Politik Tanpa Oposisi Permanen

Koalisi dalam demokrasi adalah seni kompromi. Tidak semua perubahan posisi merupakan
pengkhianatan ideologi. Partai harus menggabungkan preferensi untuk membentuk mayoritas.
Namun, kompromi demokratis seharusnya disertai koalition agreement yang menjelaskan
program, pembagian tanggung jawab, dan batas.

Di Indonesia, koalisi sering terbentuk di sekitar kandidat dan jabatan, lalu berubah setelah
pemilu. Partai dapat berkoalisi berbeda pada tingkat nasional dan daerah. Fleksibilitas
mencerminkan pluralitas lokal, tetapi juga membuat identitas partai sulit dibaca. ldeologi
menjadi label luas yang kompatibel dengan banyak kombinasi.

Oposisi bukan musuh negara. la menyediakan alternatif, menguji kebijakan, dan
memungkinkan pemilih membandingkan. Oposisi permanen tidak harus diwajibkan, tetapi
institusi perlu melindungi hak minoritas parlemen, pimpinan alat kelengkapan tertentu, akses
data, dan waktu bicara. Pengawasan tidak boleh bergantung pada kebaikan koalisi.

Koalisi yang demokratis membutuhkan transparansi. Publik perlu tahu dasar perubahan,
kesepakatan program, dan konflik kepentingan. Tanpa itu, pragmatisme terlihat sebagai
transaksi. Reason-giving dapat mengubah kompromi dari manuver elite menjadi keputusan yang
dapat dinilai.

13. Pemilu 2024 sebagai Cermin Transformasi

Pemilu 2024 memperlihatkan kekuatan figur presiden, koalisi luas, media sosial, dan
segmentasi generasi. Pada pemilu legislatif, delapan partai melampaui ambang batas parlemen
dan memperoleh kursi DPR. Komposisi ini menunjukkan kesinambungan pemain besar sekaligus
kompetisi yang tetap nyata. Tidak ada satu partai yang mendominasi sendiri.

Pemilihan presiden menampilkan tiga pasangan dan kemenangan satu putaran pasangan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kampanye menonjolkan kontinuitas, gaya
personal, dan komunikasi digital. Platform ada, tetapi persona serta asosiasi dengan
pemerintahan sebelumnya sangat menentukan. Elektabilitas calon mengorganisasi koalisi partai.

Hasil legislatif dan presiden tidak sepenuhnya sejajar. Pemilih dapat membagi pilihan antara
kandidat presiden dan partai. Split-ticket voting menunjukkan otonomi pemilih sekaligus
keterbatasan coattail effect. Partai tetap memiliki basis, tetapi figur presiden melintasi identitas.

Pasca-pemilu, konfigurasi koalisi dan oposisi menjadi ujian diferensiasi. Pertanyaan penting
bukan hanya siapa bergabung, tetapi apakah partai mempertahankan komitmen program,

10



Rudy C Tarumingkeng Dari Ideologi ke Elektabilitas: Transformasi Partai Politik di
Indonesia

menjelaskan kompromi, dan menjalankan fungsi pengawasan. Pemilu adalah awal mandat,
bukan akhir akuntabilitas.

14. Politik Daerah, Dinasti, dan Kandidat Tunggal

Pemilihan kepala daerah memperkuat lokalisasi partai. Popularitas, jaringan keluarga,
birokrasi, pengusaha lokal, agama, dan identitas daerah memengaruhi pencalonan. DPP
memegang tiket, tetapi membutuhkan kandidat yang mampu menang. Negosiasi pusat-lokal
membentuk keputusan.

Dinasti politik dapat muncul karena nama keluarga memberi pengenalan, jaringan, dan
sumber daya. Tidak semua anggota dinasti tidak kompeten, tetapi keunggulan struktural
mengurangi kesetaraan kesempatan. Partai yang mengutamakan elektabilitas cenderung
merekrut nama kuat daripada membangun kader baru.

Kandidat tunggal melawan kotak kosong menunjukkan penyempitan kompetisi. Koalisi besar
dapat mencerminkan konsensus, tetapi juga kartelisasi atau ketidakmampuan partai
menyediakan alternatif. Boyolali dan kasus lain memperlihatkan hubungan partai dominan,
oligarki lokal, dan pencalonan (Prajoko et al., 2024).

Reformasi pencalonan daerah memerlukan primary atau konvensi yang transparan, uji
publik, publikasi kriteria, serta ruang bagi kader lokal. Keputusan pusat perlu memberikan alasan.
Elektabilitas tetap relevan, tetapi harus diseimbangkan dengan integritas dan kompetensi.

15. Media Sosial, Influencer, dan Platformisasi Politik

Media sosial menurunkan biaya komunikasi dan memungkinkan partai berbicara langsung.
Pemilih muda dapat berpartisipasi, memproduksi konten, serta mengorganisasi relawan. Namun,
platform mengutamakan engagement, emosi, dan visual. Pesan programatik panjang kalah
terhadap video singkat, humor, konflik, dan persona.

Algoritma platform menjadi perantara elektabilitas. Partai tidak sepenuhnya mengendalikan
jangkauan; mereka menyesuaikan konten dengan logika platform. Political microtargeting dapat
meningkatkan relevansi, tetapi mengurangi ruang publik bersama dan memungkinkan janji
berbeda kepada kelompok berbeda.

Influencer memadukan komunikasi politik dan budaya populer. Mereka dapat
menerjemahkan isu, tetapi hubungan berbayar harus diungkapkan. Astroturfing, buzzer, bot,
serta disinformasi mengganggu deliberasi. Transparansi iklan dan arsip pesan politik diperlukan.

Digitalisasi juga membuka partisipasi internal: konsultasi anggota, policy crowdsourcing,
dan pemilihan. Namun, partai sering menggunakan platform terutama untuk mobilisasi satu arah.
Transformasi demokratis memerlukan kanal yang memengaruhi keputusan, bukan sekadar
mengumpulkan data pendukung.
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16. Politik Identitas: Ideologi yang Kembali secara Selektif

Ketika perbedaan program ekonomi tipis, identitas menyediakan diferensiasi kuat. Agama,
nasionalisme, etnis, daerah, dan kelas simbolik dapat dimobilisasi. Politik identitas bukan
penyimpangan asing; semua politik melibatkan identitas. Masalah muncul ketika identitas
digunakan untuk eksklusi, ketakutan, atau delegitimasi lawan.

Partai pragmatis dapat mengaktifkan ideologi pada masa kampanye lalu meredamnya saat
koalisi. Ini menunjukkan ideologi sebagai repertoire strategis. Pemilih menerima sinyal simbolik,
tetapi kebijakan pasca-pemilu mungkin tidak mengikuti. Akuntabilitas memerlukan pelacakan
antara retorika dan tindakan.

Fossati (2019) menunjukkan keberlanjutan aliran, khususnya politik Islam, dalam sikap dan
perilaku. Namun, hubungan identitas dan pilihan partai tidak mekanis. Pemilih
mempertimbangkan figur, kinerja, bantuan, isu, dan konteks. ldentitas berinteraksi dengan
elektabilitas.

Partai programatik tidak perlu menghapus identitas. la dapat menghubungkan nilai agama
atau nasionalisme dengan kebijakan inklusif, antikorupsi, kesejahteraan, dan lingkungan.
Identitas menjadi sumber etika, bukan alat pemisahan.

17. Catch-all Party dan Penipisan Program

Catch-all party berusaha menarik pemilih luas dengan mengurangi komitmen yang terlalu
spesifik. Strategi ini rasional di masyarakat plural dan pemilu mayoritarian presiden. Pesan
menjadi moderat, fleksibel, dan fokus pada kompetensi. Risiko utamanya adalah partai-partai
tampak sama.

Penipisan program menyulitkan mandate theory. Jika platform umum, pemerintahan dapat
mengklaim hampir semua kebijakan sesuai janji. Pemilih tidak memiliki kontrak yang dapat
diperiksa. Manifesto perlu target, biaya, prioritas, dan indikator.

Moderasi berbeda dari kekaburan. Partai dapat moderat tetapi jelas mengenai pajak,
perlindungan sosial, kebebasan sipil, industri, lingkungan, dan desentralisasi. Kejelasan tidak
memerlukan ekstremisme. Policy positioning dapat dibangun melalui deliberasi serta riset.

Catch-all juga dapat memperluas representasi bila partai benar-benar mengintegrasikan
kelompok. Yang berbahaya adalah inclusion tanpa voice: kelompok dijadikan segmen kampanye
tetapi tidak memiliki pengaruh organisasi. Dewan kebijakan, sayap partai, dan kuota deliberatif
dapat memberi suara substantif.

18. Rekrutmen Kader versus Rekrutmen Selebritas

Partai perlu menggabungkan kader dan outsider. Kader membawa loyalitas, pengetahuan,
dan pengalaman; outsider membawa keahlian, popularitas, serta jaringan baru. Masalah terjadi
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ketika popularitas menjadi tiket tanpa pemeriksaan integritas dan kompetensi, atau ketika
kaderisasi menjadi oligarki tertutup.

Celebrity politics memanfaatkan recognition. Dalam surat suara kompleks, nama dikenal
memberi keuntungan. Namun, kapasitas legislasi, penganggaran, dan pengawasan tidak identik
dengan kemampuan tampil. Orientasi dan dukungan ahli diperlukan bagi calon baru.

Kaderisasi ideal mencakup pendidikan nilai, kebijakan, komunikasi, organisasi, etika, dan
pelayanan masyarakat. Penilaian harus berbasis rekam jejak. Tangga karier tidak harus kaku,
tetapi kriterianya terbuka. Partai dapat menggunakan talent pool dan assessment independen.

Transparansi seleksi meningkatkan legitimasi. Publik perlu tahu siapa mendaftar, kriteria,
konflik kepentingan, dan alasan. Informasi sensitif dilindungi, tetapi keputusan tidak boleh
menjadi black box ketua umum. Elektabilitas adalah satu kriteria, bukan keseluruhan.

19. Perempuan, Pemuda, dan Representasi Substantif

Kuota pencalonan perempuan memperluas kehadiran, tetapi penempatan, sumber daya,
dan dukungan menentukan keterpilihan. Partai dapat memenuhi angka administratif sambil
memberi nomor atau daerah sulit. Representasi deskriptif perlu diikuti pengaruh pada agenda,
kepemimpinan, dan kebijakan.

Pemuda menjadi segmen elektoral besar dan objek komunikasi digital. Namun, label muda
tidak otomatis membawa pembaruan. Akses sering dipengaruhi keluarga, modal, atau selebritas.
Partai perlu membuka jalur bagi aktivis, profesional, pekerja, dan pemimpin komunitas.

Representasi substantif berarti wakil bertindak bagi kepentingan kelompok tanpa
menganggap kelompok homogen. Kaukus lintas partai dapat memperjuangkan isu perempuan,
disabilitas, lingkungan, atau pemuda. Disiplin fraksi tidak boleh mematikan seluruh advokasi.

Elektabilitas kelompok underrepresented sering dinilai melalui data masa lalu yang
mencerminkan diskriminasi. Jika partai hanya memilih yang 'sudah terbukti', ketimpangan
berulang. Investasi pengenalan dan jaringan dapat mengubah elektabilitas. la bukan sifat tetap,
melainkan dapat dibangun.

20. Organisasi Anggota atau Mesin Pemilu?

Partai massa tradisional memiliki anggota, cabang, pendidikan, dan kegiatan sosial. Partai
elektoral-profesional lebih ramping, bergantung pada media, konsultan, dan kandidat. Efisiensi
meningkat, tetapi hubungan dengan masyarakat menjadi episodik. Cabang aktif menjelang
pemilu lalu melemah.

Keanggotaan penting bukan karena romantisme, tetapi karena menyediakan sumber dana
kecil, rekrutmen, pengetahuan lokal, dan legitimasi internal. Digital membership dapat
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menurunkan biaya, tetapi harus memberi hak, bukan hanya database. Anggota perlu memilih,
mengusulkan, dan mengevaluasi.

Mesin pemilu kuat dapat memenangkan suara tanpa organisasi mendalam melalui
patronase, figur, dan iklan. Namun, ketahanan rendah ketika figur pergi atau sumber daya turun.
Institusionalisasi terlihat pada rutinitas, suksesi, identitas, dan akar sosial.

Model hibrida mungkin paling realistis: organisasi anggota yang didukung profesional, data,
dan teknologi. Profesionalisme tidak menggantikan demokrasi; ia meningkatkan kapasitas.
Anggota tidak menggantikan keahlian; mereka memberi arah dan kontrol.

21. Demokrasi Internal dan Sirkulasi Elite

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengatur pembentukan, kepengurusan, rekrutmen,
pendidikan politik, dan keuangan. Namun, aturan formal belum menjamin demokrasi internal.
Kongres dapat dikendalikan, calon ketua dibatasi, dan keputusan penting dibuat informal.

Demokrasi internal memerlukan daftar anggota kredibel, aturan kompetisi, akses informasi,
forum debat, pengawas netral, dan penyelesaian sengketa. One member one vote bukan satu-
satunya model; sistem delegasi dapat sah bila mandat dan akuntabilitas jelas.

Sirkulasi elite mencegah personalisasi. Batas masa jabatan ketua, kolektif leadership, dan
suksesi terjadwal dapat membantu. Namun, pembatasan formal dapat disiasati melalui patron.
Budaya menerima kompetisi dan kekalahan lebih penting.

Faksi internal tidak selalu buruk. la dapat merepresentasikan gagasan dan mencegah
monopoli. Faksi merusak ketika semata patronase. Partai dapat melembagakan platform caucus,
policy debate, dan perlindungan dissent yang bertanggung jawab.

22. Pendidikan Politik dan Produksi Gagasan

Pendidikan politik sering dipahami sebagai sosialisasi pemilu atau loyalitas. Fungsilebih luas
ialah membantu warga memahami institusi, trade-off kebijakan, dan cara berpartisipasi. Partai
seharusnya menjadi sekolah demokrasi. Jika fungsi ini hilang, ruang diisi disinformasi dan
identitas dangkal.

Policy institute partai dapat menghasilkan riset, manifesto, evaluasi, dan kader ahli. Agar
kredibel, institut memerlukan otonomi profesional dan akses data. Pengetahuan tidak boleh
berhenti pada dokumen kampanye; ia harus mendukung fraksi dan pemerintah daerah.

Kolaborasi dengan universitas, serikat, organisasi masyarakat, dan think tank memperluas
gagasan. Konflik kepentingan serta donor harus diungkapkan. Deliberasi program dapat
dilakukan sebelum kongres dan terbuka bagi publik.
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Investasi gagasan memberi hasil lambat dan kurang terlihat dibanding baliho. Bantuan
negara dapat mensyaratkan proporsi untuk pendidikan serta riset dan mengaudit kualitas, bukan
hanya bukti kegiatan. Partai yang memiliki kapasitas kebijakan lebih siap memerintah.

23. Dari Manifesto ke Perilaku Legislatif

Manifesto hanya bermakna bila terhubung ke keputusan anggaran, legislasi, dan
pengawasan. Partai perlu menerbitkan legislative agenda, voting record, serta laporan tahunan
konsistensi. Publik dapat menilai kompromi dan perubahan.

Di parlemen, fraksi mengoordinasikan anggota. Disiplin penting untuk mandat partai, tetapi
perintah top-down dapat memperkuat oligarki. Proses internal fraksi perlu berbasis debat, bukti,
dan konflik kepentingan. Pada isu moral atau lokal tertentu, ruang conscience vote dapat
dipertimbangkan.

Tambunan (2023) menunjukkan risiko intervensi oligarki dan kartelisasi dalam legislasi.
Transparansi pertemuan, lobby register, beneficial ownership, dan public hearing dapat
mengurangi capture. Jejak pembentukan undang-undang harus mudah diakses.

Programmatic accountability membutuhkan linkage: janji, indikator, keputusan, dan hasil.
Teknologi dapat membuat dashboard, tetapi organisasi masyarakat serta media perlu
menerjemahkan data. Akuntabilitas adalah ekosistem.

24. Apakah Ideologi Benar-Benar Mati?

Ideologi tidak mati; ia berubah bentuk. Nilai nasionalisme, agama, pasar, kesejahteraan,
pluralisme, dan ketertiban masih muncul. Namun, posisi sering tidak terorganisasi dalam paket
kebijakan konsisten. Partai dapat konservatif pada satu isu dan intervensionis pada isu lain.

Pergeseran ini mencerminkan masyarakat yang kompleks. Pemilih sendiri tidak selalu
ideologis dan dapat memilih berdasarkan figur, kinerja, bantuan, atau identitas. Partai
menyesuaikan. Karena itu, kelemahan program tidak hanya berasal dari elite, tetapi juga struktur
demand. Pendidikan publik dan media isu dapat memperkuat demand programatik.

Ideologi laten terlihat saat krisis atau konflik nilai. Koalisi pragmatis dapat retak ketika isu
menyentuh basis. Partai kemudian mengaktifkan simbol lama. Observasi kampanye saja tidak
cukup; analisis perlu mencakup voting, kebijakan daerah, dan rekrutmen.

Pertanyaan yang tepat bukan ideologis atau tidak, melainkan kualitas ideologi: terbuka atau
dogmatis, programatik atau simbolik, konsisten atau oportunistik, inklusif atau eksklusif.
Elektabilitas dapat berdampingan dengan ideologi berkualitas.
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25. Dampak Transformasi terhadap Demokrasi

Orientasi elektabilitas membuat partai lebih peka terhadap opini dan dapat menghukum elite
yang tidak populer. Kompetisi mendorong inovasi komunikasi serta program. Pemilih yang tidak
terikat identitas memiliki mobilitas dan daya tawar. Ini sisi positif dealignment.

Namun, short-termism mengurangi kebijakan jangka panjang seperti iklim, pendidikan, dan
reformasi pajak. Partai menghindari keputusan sulit atau menawarkan populisme fiskal. Siklus
survei memperpendek horizon. Institusi perencanaan dan perjanjian program dapat
menyeimbangkan.

Personalisasi melemahkan intermediary institutions. Hubungan langsung pemimpin-massa
dapat mengabaikan kader dan deliberasi. Ketika pemimpin populer, kontrol internal melemah.
Ketika popularitas turun, partai dapat runtuh.

Kartelisasi mengurangi choice dan accountability. Pemilih tidak tahu siapa oposisi. Politik
menjadi kompetisi akses, bukan arah. Kepercayaan pada partai turun meski partisipasi pemilu
tinggi. Demokrasi dapat tetap elektoral tetapi semakin dangkal.

26. Model Partai Programatik-Elektoral

Alternatif bukan partai ideologis kaku, melainkan partai programatik-elektoral. Partai ini
memiliki nilai inti, mendiagnosis masalah dengan data, menawarkan prioritas terukur, merekrut
kompetensi, berkomunikasi efektif, dan menyesuaikan taktik tanpa mengorbankan batas.

Model ini membedakan core commitments, negotiated policies, dan tactical choices.
Komitmen inti hanya berubah melalui kongres dan deliberasi. Kebijakan dapat dinegosiasikan
dalam koalisi dengan penjelasan. Taktik kampanye fleksibel tetapi tidak menipu.

Elektabilitas dipahami sebagai kemampuan membangun kepercayaan jangka panjang.
Survei digunakan untuk mendengar dan mengevaluasi, bukan menentukan nilai. Kandidat
populer dipadukan dengan tim kebijakan dan institusi. Data mendukung organisasi anggota.

Kinerja diukur melalui suara, implementasi platform, integritas, kaderisasi, inklusi, dan
kesehatan organisasi. Balanced party scorecard mencegah kemenangan menutupi kerusakan
institusi. Partai dapat kalah dalam satu pemilu tetapi tetap kuat.

27. Agenda Reformasi Pendanaan dan Pencalonan

Bantuan publik perlu ditingkatkan secara bertahap dengan syarat audit, anggota, pendidikan,
keterwakilan, dan transparansi. Small-donor matching dapat mendorong partisipasi. Sumbangan
besar dibatasi dan beneficial owner diumumkan. Penegakan independen diperlukan.
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Seleksi calon memerlukan timeline, kriteria, uji integritas, deklarasi aset, konflik
kepentingan, dan alasan keputusan. Elektabilitas diukur dengan metodologi terbuka dan
dipadukan dengan kompetensi. Mekanisme banding internal mencegah keputusan arbitrer.

Biaya kampanye dapat dikurangi melalui iklan publik yang setara, pembatasan belanja
realistis, transparansi digital real-time, serta penegakan terhadap pihak ketiga. Politik uang
ditangani melalui reformasi pembiayaan, penegakan, dan pelayanan publik universal yang
mengurangi ketergantungan klientelistik.

KPU, Bawaslu, PPATK, KPK, auditor, platform, media, dan masyarakat sipil perlu koordinasi.
Data laporan harus machine-readable. Sanksi harus tepat waktu karena putusan setelah masa
jabatan berakhir kehilangan efek.

28. Agenda Reformasi Organisasi dan Representasi

Partai perlu membangun daftar anggota terverifikasi dengan perlindungan data, hak, dan
kewajiban. Kongres, pemilihan, serta perubahan aturan diumumkan. Minutes dan keputusan
strategis tersedia bagi anggota. Digital participation dilengkapi tatap muka.

Kaderisasi berjenjang harus terkait pencalonan. Jalur outsider tetap terbuka tetapi melalui
assessment. Representasi perempuan, pemuda, disabilitas, buruh, petani, profesional, dan
kelompok daerah diberi dukungan, bukan hanya kuota nama.

Policy unit diperkuat dan manifesto dilengkapi costing. Fraksi menerbitkan voting record.
Pemerintah daerah yang dipimpin kader dievaluasi menurut platform. Kegagalan dibahas dalam
after-election review yang jujur.

Suksesi pimpinan direncanakan. Batas masa jabatan, kolektif leadership, dan debate culture
mencegah ketergantungan figur. Etika konflik kepentingan berlaku bagi pimpinan serta keluarga.
Partai yang mampu mengganti pemimpin secara damai menunjukkan institusionalisasi.

29. Agenda Ekosistem Demokrasi

Reformasi partai tidak dapat dilakukan oleh partai sendiri. Sistem pemilu, media,
pendanaan, masyarakat sipil, pendidikan, dan penegakan hukum membentuk insentif.
Perubahan satu komponen dapat menghasilkan efek tak terduga. Reformasi harus sekuensial
dan dievaluasi.

Media perlu mengurangi horse race dan memperbanyak policy comparison. Debat publik
menguji feasibility. Lembaga survei membuka sponsor, sampel, pertanyaan, dan margin.
Platform menyediakan ad library dan akses riset.

Masyarakat sipil dapat membuat manifesto tracker, party finance explorer, candidate profile,
dan legislative scorecard. Alat ini tidak menggantikan penilaian politik, tetapi mengurangi asimetri
informasi. Perlindungan kebebasan akademik dan pers penting.
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Pendidikan kewargaan perlu mengajarkan membaca program, anggaran, konflik
kepentingan, dan informasi digital. Pemilih kritis menciptakan demand bagi partai berkualitas.
Reformasi supply tanpa perubahan demand terbatas.

30. Skenario Masa Depan Sistem Kepartaian

Skenario pertama adalah reinstitusionalisasi programatik: partai tetap catch-all tetapi
memiliki platform, anggota, pendanaan transparan, dan suksesi. Koalisi berbasis perjanjian,
oposisi kuat, dan pemilih dapat mengatribusi tanggung jawab.

Skenario kedua adalah presidentialized cartel: kompetisi berpusat pada figur, koalisi sangat
luas, partai berbagi negara, dan oposisi lemah. Pemilu tetap kompetitif, tetapi pilihan kebijakan
sempit. Stabilitas tinggi dalam jangka pendek, akuntabilitas rapuh.

Skenario ketiga adalah platform-populist fragmentation: figur digital membentuk kendaraan
cepat, isu viral menggerakkan dukungan, dan partai lama kehilangan akar. Responsiveness tinggi
tetapi organisasi volatil. Disinformasi serta polarisasi meningkat.

Skenario keempat adalah democratic renewal from below: anggota, kota, komunitas, dan
gerakan isu memperbarui partai. Teknologi digunakan untuk deliberasi, small donors, dan
rekrutmen. Kemungkinan ini memerlukan aturan serta kepemimpinan yang membuka organisasi.

31. Kerangka Evaluasi Transformasi Partai

Dimensi pertama adalah diferensiasi programatik: seberapa jelas posisi, target, biaya, dan
konsistensi. Dimensi kedua adalah akar sosial: anggota, cabang, dan hubungan organisasi.
Dimensi ketiga adalah demokrasi internal: kompetisi, informasi, suksesi, serta sengketa.

Dimensi keempat adalah integritas pendanaan: sumber, konsentrasi, audit, dan
keterbukaan. Dimensi kelima adalah rekrutmen: merit, inklusi, integritas, dan hubungan kader-
outsider. Dimensi keenam adalah accountability: manifesto, voting, kinerja, serta reason-giving.

Dimensi ketujuh adalah coalition transparency. Dimensi kedelapan adalah digital
democracy. Dimensi kesembilan adalah organizational resilience. Dimensi kesepuluh adalah
public trust. Indikator harus menggabungkan dokumen dan praktik.

Penilaian berkala dapat dilakukan konsorsium independen. Tujuannya bukan membuat
ranking simplistik, tetapi mendorong pembelajaran. Partai diberi hak respons. Data longitudinal
menunjukkan apakah elektabilitas dibangun dengan memperkuat atau menguras institusi.

32. Penutup: Memenangkan Pemilu tanpa Kehilangan Arah

Transformasi dari ideologi ke elektabilitas adalah perubahan nyata tetapi tidak selesai.
Ideologi bertahan sebagai identitas, nilai, dan repertoire, sedangkan strategi kemenangan
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semakin menentukan organisasi. Sistem pemilu, presidentialization, biaya, media, dan oligarki
mempercepat personalisasi serta pragmatisme.

Elektabilitas bukan musuh demokrasi. la memaksa partai memperoleh persetujuan rakyat.
Masalah muncul ketika suara menjadi satu-satunya ukuran dan semua sarana dianggap sah.
Kemenangan tanpa institusi menghasilkan partai rapuh; kemenangan tanpa program
menghasilkan mandat kosong; kemenangan tanpa integritas menghasilkan capture.

Indonesia tidak perlu kembali ke konflik ideologi kaku. Yang diperlukan adalah
reinstitusionalisasi programatik: nilai terbuka, platform berbasis bukti, kaderisasi, pendanaan
transparan, demokrasi internal, koalisi yang dapat dijelaskan, dan oposisi yang sah. Partai harus
mampu belajar tanpa kehilangan identitas.

Pertanyaan akhir bukan apakah partai memilih ideologi atau elektabilitas. Partai demokratis
membutuhkan keduanya. Ujian sejatinya ialah apakah elektabilitas diperoleh dengan
menerjemahkan gagasan menjadi kepercayaan, atau dengan mengosongkan gagasan menjadi
citra. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemampuan partai memenangkan
pemilu tanpa kehilangan arah dan mempertahankan arah tanpa kehilangan rakyat.

33. Perubahan Struktur Sosial dan Melemahnya Basis Tradisional

Transformasi partai tidak dapat dijelaskan hanya dari strategi elite. Struktur masyarakat
Indonesia berubah melalui urbanisasi, pendidikan, migrasi, ekonomi jasa, ekspansi kelas
menengah, digitalisasi, dan perubahan keluarga. Pemilih berpindah tempat serta pekerjaan dan
tidak lagi selalu hidup dalam komunitas homogen yang mengikat pilihan. Organisasi yang dahulu
menjadi perantara—serikat, koperasi, kelompok profesi, dan media partai—melemah atau
berubah. Partai kehilangan saluran sehari-hari untuk membentuk loyalitas. Kampanye kemudian
bergantung pada media massa, figur, dan jaringan temporer. Dealignment bukan sekadar
kegagalan partai, melainkan akibat modernisasi sosial; tetapi partai menentukan apakah ruang
baru diisi melalui organisasi inklusif atau pemasaran semata.

Ekonomi informal memberi tantangan khusus. Pekerja informal, pelaku UMKM, pengemudi
platform, petani kecil, dan pekerja gig memiliki kepentingan nyata tetapi organisasi kolektif
lemah. Partai sering mendekati mereka sebagai segmen elektoral dengan bantuan atau pesan
umum, bukan sebagai konstituensi programatik. Padahal isu perlindungan sosial, akses kredit,
pajak, data, dan jaminan kerja dapat membentuk identitas kebijakan baru. Partai programatik
perlu berinvestasi pada forum yang memungkinkan kelompok heterogen merumuskan
kepentingan bersama. Tanpa itu, frustrasi ekonomi mudah diterjemahkan menjadi politik
personal atau identitas.

Kelas menengah juga tidak seragam. Sebagian mengutamakan stabilitas dan pelayanan;
sebagian menuntut kebebasan, lingkungan, serta antikorupsi; sebagian rentan secara ekonomi
meski berpendidikan. Survei agregat dapat menyembunyikan variasi. Political marketing
membuat segmentasi, tetapi segmentasi tidak otomatis menghasilkan program kohesif. Partai
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harus memilih bagaimana tuntutan berbeda disusun menjadi prioritas dan trade-off. Inilah fungsi
ideologi sebagai integrative framework, bukan sekadar slogan.

Perubahan generasi mempercepat volatilitas. Pemilih muda tidak memiliki ingatan langsung
tentang sejarah partai yang sama dengan generasi tua. Mereka mengenal politik melalui platform,
tokoh, isu, dan pengalaman layanan. Loyalitas harus diperoleh, bukan diwariskan. Ini peluang
pembaruan, tetapi juga mendorong partai mengejar tren. Organisasi yang dapat menyediakan
ruang belajar, kreativitas, dan kepemimpinan nyata akan lebih tahan daripada organisasi yang
sekadar menggunakan pemuda sebagai dekorasi kampanye.

Geografi politik tetap penting. Indonesia terdiri dari wilayah dengan sejarah, agama, ekonomi,
dan jaringan berbeda. Partai nasional harus menggabungkan brand bersama dengan adaptasi
lokal. Terlalu sentralistik menghilangkan konteks; terlalu lokal mengaburkan identitas.
Federalization of party organization secara informal—otonomi program tertentu dengan garis nilai
nasional—dapat menjadi solusi. Mekanisme ini memerlukan aturan pembagian kewenangan dan
akuntabilitas agar adaptasi tidak menjadi pintu transaksi.

34. Perilaku Pemilih: Rasionalitas, Identitas, dan Emosi

Pemilih tidak memilih berdasarkan satu logika. Mereka menggunakan evaluasi kinerja,
identitas, figur, kedekatan, informasi, manfaat, dan harapan. Dalam surat suara kompleks,
heuristic membantu mengurangi biaya kognitif. Nama keluarga, endorsement, agama, partai, dan
citra kompetensi berfungsi sebagai shortcut. Karena itu, kritik bahwa pemilih tidak ideologis perlu
hati-hati. Rasionalitas warga berlangsung dalam kondisi informasi terbatas dan kehidupan
sehari-hari yang menuntut perhatian pada banyak hal.

Retrospective voting memberi insentif bagi pemerintah menghasilkan kinerja. Namun, koalisi
luas membuat atribusi sulit: partai dapat mengklaim keberhasilan dan menyalahkan pihak lain
atas kegagalan. Pemilih juga menilai presiden lebih mudah daripada ratusan legislator.
Personalisasi muncul sebagian karena struktur pertanggungjawaban. Laporan kinerja fraksi dan
partai dapat memperjelas siapa mendukung kebijakan apa.

Prospective voting bergantung pada kredibilitas janji. Manifesto yang tidak dibiayai atau
koalisiyang mudah berubah mengurangi kredibilitas. Pemilih lalu kembali pada karakter figur atau
manfaat langsung. Partai dapat membangun credibility melalui rekam jejak pemerintah daerah,
shadow budget, dan target. Ideologi menjadi credible commitment mechanism bila konsisten
melewati siklus.

Emosi bukan lawan rasionalitas. Harapan, takut, marah, bangga, dan empati membantu
warga menilai dunia politik. Kampanye selalu menggunakan narasi. Masalah muncul ketika emosi
dimanipulasi melalui disinformasi atau dehumanisasi. Ethical political communication perlu
membedakan persuasi dan manipulasi. Partai harus bertanggung jawab atas jejaring pendukung
yang mereka manfaatkan.
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Vote buying sering dibaca sebagai irasionalitas pemilih miskin. Namun, warga dapat
menerima manfaat sambil tetap memilih berbeda; mereka juga merespons ketidakpastian janiji.
Politik uang tumbuh ketika program tidak kredibel dan hubungan klientelistik menjadi asuransi.
Menguranginya memerlukan penegakan, tetapi juga universal public services, pendanaan partai,
serta perwakilan yang hadir setelah pemilu. Moralizing warga tanpa memperbaiki institusi tidak
efektif.

35. Dari Platform ke Kebijakan Pemerintahan

Partai diuji ketika berkuasa. Platform kampanye bertemu birokrasi, anggaran, hukum, koalisi,
serta krisis. Perubahan program tidak selalu oportunistik; keadaan dapat berubah. Namun, partai
perlu menjelaskan deviation. Mandate report dapat membedakan janji terlaksana, tertunda,
dinegosiasikan, atau dibatalkan serta alasannya. Reason-giving mengubah fleksibilitas menjadi
akuntabilitas.

Koalisi membutuhkan policy aggregation. Setiap partai membawa prioritas, lalu pemerintah
menyusun program bersama. Proses ini sering terjadi di kalangan elite tanpa dokumen terbuka.
Coalition agreement dengan matriks program dan mekanisme sengketa akan memperjelas
tanggung jawab. Publik dapat melihat kompromi mana yang dibuat. Dokumen tidak harus
mengungkap negosiasi sensitif, tetapi arah dan pembagian peran perlu diketahui.

Anggaran adalah manifestasi ideologi yang paling konkret. Pilihan pajak, subsidi, transfer,
belanja pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, serta lingkungan menunjukkan
prioritas. Analisis partai sebaiknya memeriksa voting anggaran dan perubahan, bukan hanya
pidato. Partai programatik memerlukan fiscal capacity untuk menghitung janji. Tanpa costing,
platform menjadi daftar keinginan.

Kebijakan juga dipengaruhi interest groups. Lobbying bukan selalu korupsi; kelompok
masyarakat dan bisnis berhak menyampaikan pandangan. Masalahnya adalah ketimpangan
akses dan opacity. Lobby register, agenda pertemuan, serta disclosure posisi dapat membantu.
Partai perlu mengelola konflik kepentingan donor dan pejabat. Policy capture terjadi ketika akses
berubah menjadi kontrol.

Partai yang tidak berada di pemerintahan dapat menyusun shadow policy dan alternative
budget. Fungsi ini meningkatkan kompetisi gagasan serta kesiapan memerintah. Oposisi
programatik berbeda dari oposisi yang hanya menolak. Media dapat membandingkan solusi.
Ketika oposisi akhirnya bergabung, alasan dan kesepakatan perlu jelas agar pemilih memahami
perubahan.

36. Hubungan Partai, Negara, dan Sumber Daya Publik

Partai membutuhkan negara untuk mewujudkan program, tetapi kedekatan menciptakan
risiko party-state fusion. Jabatan, BUMN, proyek, bantuan, dan komunikasi pemerintah dapat
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digunakan untuk konsolidasi. Batas antara aktivitas partai dan negara harus tegas. Aparatur sipil,
anggaran, fasilitas, serta data publik tidak boleh menjadi instrumen kampanye. Penegakan
netralitas perlu konsisten tanpa menghapus hak politik pribadi aparatur.

Cartel party theory menekankan partai yang semakin bergantung pada sumber daya negara
dan kurang pada anggota. Subsidi dapat profesionalisasi, tetapi juga membuat partai nyaman
tanpa akar. Karena itu, bantuan negara dapat menggunakan matching formula dengan iuran kecil
atau jumlah anggota terverifikasi. Syarat harus mencegah ghost membership dan pelanggaran
data.

Patronase jabatan sering dibenarkan sebagai kebutuhan koalisi. Sebagian penunjukan politik
wajar agar pemerintah menjalankan mandat. Namun, posisi profesional membutuhkan merit.
Kriteria dan fit-and-proper test mencegah pembagian yang merusak kapasitas. Koalisi yang
terlalu bergantung pada jabatan menciptakan insentif partai untuk masuk pemerintah tanpa
program.

Decentralization memperluas arena sumber daya. Partai memiliki kader di banyak
pemerintah daerah dan parlemen. Ini peluang membangun track record, tetapi juga risiko jaringan
rente. Sistem integritas partai perlu memonitor pengadaan, aset, dan konflik kepentingan kader.
Sanksi tidak boleh selektif berdasarkan faksi.

Hubungan partai dan negara yang sehat mengakui partai sebagai institusi publik namun tetap
otonom. Negara menetapkan standar, pendanaan, dan audit; tidak mengendalikan gagasan atau
kepengurusan. Judicial review serta penyelesaian sengketa independen melindungi pluralisme.
Regulasi yang terlalu berat dapat menjadi barrier to entry bagi partai baru.

37. Profesionalisasi Kampanye dan Etika Persuasi

Kampanye profesional menggunakan riset, narasi, desain, targeting, field operation, dan
rapid response. Profesionalisme dapat meningkatkan kualitas pesan dan mengurangi keputusan
acak. Namun, keberhasilan teknis tidak menjawab kualitas moral. Kampanye dapat sangat efektif
menyebarkan setengah kebenaran. Kode etik, fact-checking internal, serta accountability
pimpinan diperlukan.

Negative campaighing dapat sah bila mengkritik rekam jejak, kebijakan, atau konflik
kepentingan. la berbeda dari disinformasi, fithah, dan serangan identitas. Batas harus ditegakkan
secara adil. Overregulation dapat membatasi kritik, sedangkan impunitas merusak ruang publik.
Platform dan penegak pemilu memerlukan prosedur transparan serta banding cepat.

Microtargeting memungkinkan pesan khusus berdasarkan data demografis dan perilaku.
Manfaatnya relevansi; risikonya diskriminasi, privacy, dan inconsistent promises. Partai
sebaiknya membatasi data sensitif, memperoleh dasar pemrosesan, dan menyimpan ad archive.
Pesan politik penting perlu dapat dilihat publik agar peer scrutiny bekerja.

22



Rudy C Tarumingkeng Dari Ideologi ke Elektabilitas: Transformasi Partai Politik di
Indonesia

Relawan digital sering berada pada hubungan ambigu. Partai memperoleh manfaat tetapi
menyangkal tanggung jawab ketika jaringan menyerang. Governance network perlu menetapkan
kode, kanal koordinasi, dan sanctions. Independence relawan tetap dihormati, tetapi
coordinated inauthentic behavior tidak boleh disamarkan.

Kampanye juga menghasilkan data pemilih yang bernilai setelah pemilu. Tujuan penggunaan,
retensi, keamanan, serta sharing perlu diatur. Anggota dan pendukung bukan komoditas data.
Pelanggaran dapat menciptakan profiling politik dan intimidasi. Pelindungan data adalah bagian
dari kebebasan berpendapat serta berserikat.

38. Korupsi Politik sebagai Risiko Sistemik

Biaya politik tinggi sering dihubungkan dengan korupsi. Hubungan itu tidak otomatis—
kandidat kaya tidak selalu korup dan kandidat sederhana tidak selalu bersih—tetapi struktur
menciptakan tekanan. Investasi kampanye mencari return melalui akses, kontrak, kebijakan,
atau jabatan. Pencegahan perlu memutus hubungan antara dana tersembunyi dan keputusan
publik.

Political finance transparency harus real-time atau mendekati, karena laporan setelah
pemilu terlambat bagi pilihan warga. Data mencakup penerimaan, pengeluaran, vendor, utang,
in-kind, dan pihak ketiga. Standardisasi nama serta beneficial ownership memungkinkan analisis
jaringan. Audit berbasis risiko fokus pada anomali, bukan sekadar kelengkapan kuitansi.

Pengadaan publik setelah pemilu perlu dianalisis terhadap donor dan tim kampanye.
Conflict-of-interest rules dapat mewajibkan recusal dan cooling-off. Data terbuka memungkinkan
masyarakat menemukan pola. Namun, tuduhan harus berbasis bukti dan due process dijaga.
Transparansi bukan pengadilan massa.

Korupsi legislatif dapat terjadi melalui jual beli suara, pembentukan aturan, atau alokasi
anggaran. Penguatan fraksi tanpa demokrasi internal dapat memudahkan perintah oligarkis.
Individu memerlukan perlindungan whistleblower dan mekanisme dissent. Jejak rapat serta
voting mengurangi ruang informal, tetapi negosiasi politik tetap memerlukan kerahasiaan
terbatas.

Sanksi partai terhadap kader korup penting tetapi sering reaktif. Integrity management
mencakup risk assessment, asset disclosure, training, advice, monitoring, dan discipline. Partai
dapat memiliki ethics commission independen dengan prosedur. Integritas menjadi keunggulan
elektoral bila konsisten, bukan slogan selektif.

39. Perbandingan Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia

Eropa Barat mengalami pergeseran dari mass party ke catch-all dan cartel party.
Keanggotaan menurun, profesional kampanye naik, dan subsidi negara meningkat. Namun,
konteks negara kesejahteraan, sistem pemilu, dan sejarah berbeda. Indonesia dapat belajar
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bahwa modernisasi tidak otomatis menghapus kebutuhan akar sosial. Partai tanpa anggota
rentan kehilangan legitimasi.

Amerika Serikat menunjukkan personalisasi dan permanent campaign yang ekstrem, tetapi
primary memberi pemilih pengaruh besar pada calon. Primary juga mahal, polarizing, dan dapat
dikuasai aktivis atau donor. Indonesia dapat mengadopsi uji publik atau konvensi secara selektif
tanpa menyalin model. Desain harus sesuai multipartai dan kapasitas.

Amerika Latin memberi pelajaran tentang personalistic vehicles, volatility, dan hubungan
presiden-partai. Kandidat populer dapat membangun partai cepat, tetapi organisasi mudah
pecah. Pada saat yang sama, beberapa partai berhasil mengakar melalui program sosial dan
organisasi lokal. Stabilitas label tidak cukup; linkage menentukan.

India menunjukkan bagaimana identitas, welfare delivery, leadership, dan organisasi kader
dapat digabungkan. Digital campaigning hidup bersama ground organization. Pelajarannya,
media sosial tidak menggantikan booth-level structure. Indonesia dengan geografi luas juga
membutuhkan jaringan lokal dan adaptasi bahasa.

Perbandingan harus berdasarkan mekanisme, bukan ranking. Pertanyaan ialah insentif apa
menghasilkan personalisasi, bagaimana pendanaan memengaruhi capture, dan institusi apa
menjaga program. Indonesia memiliki tradisi musyawarah, organisasi keagamaan,
desentralisasi, dan multipartai yang dapat menjadi sumber inovasi sendiri.

40. Metodologi Menilai Ideologi dan Elektabilitas

Mengukur ideologi partai tidak mudah. Manifesto dapat dianalisis melalui content analysis,
tetapi dokumen mungkin kosmetik. Expert survey menangkap persepsi, namun bias. Voting
record menunjukkan perilaku, tetapi disiplin koalisi dan isu khusus memengaruhi. Pendekatan
terbaik triangulasi antara teks, elite, kebijakan, serta pemilih.

Posisi ekonomi dapat dipetakan melalui pajak, belanja, regulasi, dan peran negara. Posisi
sosial melalui kebebasan, agama, pluralisme, gender, dan hukum. Dimensi Indonesia mungkin
tidak mengikuti kiri-kanan tunggal. Spatial model perlu multi-dimensional dan peka konteks. Jarak
program dapat dibandingkan antarwaktu untuk melihat convergence.

Elektabilitas diukur survei, hasil, favorability, party identification, dan willingness. Survei
perlu transparansi sampling, weighting, nonresponse, mode, question wording, sponsor, dan
fieldwork. Margin of error tidak menangkap seluruh bias. Poll aggregation lebih baik daripada satu
survei, tetapi kualitas input menentukan.

Organizational institutionalization dapat dinilai melalui age, volatility, membership, finance
diversification, branch activity, succession, dan autonomy from leader. Data administratif sering
unreliable. Audit lapangan dan survei anggota melengkapi. Comparative party democracy index
dapat dibuat dengan hak respons.
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Causal inference penting: apakah personalisasi menyebabkan kemenangan atau partai
memilih figur karena lemah? Apakah subsidi meningkatkan demokrasi atau memperkuat cartel?
Natural experiments, panel data, process tracing, dan case comparison membantu. Penelitian
harus menghindari kesimpulan normatif dari korelasi sederhana.

41. Strategi Reinstitusionalisasi Sepuluh Tahun

Tahap pertama adalah diagnosis dan transparansi. Partai memetakan anggota, dana, proses
seleksi, kompetensi, platform, serta risiko. Data dasar diterbitkan. Regulasi menetapkan standar
minimal dan bantuan transisi. Reformasi tidak dapat dimulai dari slogan; organisasi perlu tahu
kondisi aktual.

Tahap kedua adalah membangun anggota dan kader. Digital membership terhubung hak
suara, forum, pelatihan, serta iuran. Cabang diberi target kegiatan non-elektoral. Kaderisasi
menggunakan kurikulum nasional dan kasus lokal. Outsider menjalani orientasi yang sama.
Evaluasi mencakup keragaman sosial.

Tahap ketiga adalah programmatic infrastructure. Policy institute, database ahli, manifesto
costing, dan policy convention dibangun. Pemerintah daerah menjadi laboratorium. Keberhasilan
dan kegagalan didokumentasikan. Fraksi mendapat dukungan riset independen dari patron.

Tahap keempat adalah demokrasi internal dan suksesi. Pemilihan pimpinan kompetitif,
daftar pemilih jelas, debat, serta pengawas. Seleksi calon menggunakan scoring dan alasan.
Ethics commission berjalan. Kewenangan pusat-daerah disusun. Reformasi diuji melalui
kemampuan menerima hasil yang tidak disukai elite.

Tahap kelima adalah accountability publik. Dashboard janji, voting, dana, dan kinerja
diterbitkan. Coalition agreement terbuka. Anggota mengevaluasi pimpinan. Independent review
setiap pemilu melihat apakah elektabilitas bertumbuh bersama institutionalization. Partai belajar
mengukur kemenangan sebagai suara plus kesehatan demokrasi.

42. Dua Belas Prinsip Partai Politik Masa Depan

Prinsip pertama: nilai memberi arah, bukti memperbarui cara. Kedua: elektabilitas adalah
sarana mandat, bukan satu-satunya tujuan. Ketiga: anggota adalah pemilik politik, bukan
database mobilisasi. Keempat: figur memperkuat institusi, bukan menggantikannya. Kelima:
uang politik harus terlihat, terbatas, dan dapat diaudit.

Keenam: pencalonan menggabungkan integritas, kompetensi, representasi, dan daya pilih.
Ketujuh: koalisi memerlukan alasan serta program. Kedelapan: oposisi adalah fungsi demokratis
yang terhormat. Kesembilan: teknologi harus memperluas partisipasi dan akuntabilitas, bukan
manipulasi.

Kesepuluh: cabang dan daerah bukan mesin suara semata, tetapi sumber pengetahuan.
Kesebelas: manifesto terhubung anggaran, legislasi, dan evaluasi. Kedua belas: suksesi damai
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adalah tanda partai matang. Prinsip ini dapat digunakan sebagai constitutional commitments
internal.

Prinsip tidak berguna tanpa enforcement. AD/ART, SOP, kontrak, sistem data, anggaran, dan
indikator menerjemahkannya. Pelanggaran ditangani dengan prosedur. Pimpinan menjadi
teladan. Reformasi yang hanya dituntut kepada kader bawah akan gagal.

Partai masa depan perlu sekaligus normatif dan kompetitif. Jika hanya normatif, ia menjadi
forum gagasan tanpa kekuasaan. Jika hanya kompetitif, ia menjadi mesin tanpa arah. Integrasi
keduanya merupakan seni demokrasi dan inti transformasi yang diperlukan Indonesia.

43. Kedudukan Konstitusional Partai dan Akuntabilitas Publik

Partai adalah asosiasi warga, tetapi sekaligus memegang fungsi konstitusional: mengajukan
calon, mengisi parlemen, membentuk pemerintahan, dan memengaruhi hampir seluruh jabatan
politik. Posisi ganda ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas otonomi privat dan kewajiban
publik. Negara tidak boleh mengendalikan gagasan partai, tetapi publik berhak menuntut
transparansi, demokrasi internal minimum, dan integritas karena keputusan partai menentukan
kekuasaan negara. Regulasi perlu mengikuti prinsip proporsionalitas: semakin besar konsekuensi
publik dan dukungan negara, semakin besar kewajiban pertanggungjawaban.

Kebebasan berserikat melindungi partai dari intervensi sewenang-wenang. Pemerintah yang
dapat membubarkan atau mengatur kepemimpinan partai dengan mudah akan merusak
pluralisme. Karena itu, sengketa penting memerlukan judicial safeguards. Namun, otonomi tidak
boleh digunakan untuk menolak audit dana publik, perlindungan anggota, atau aturan
nondiskriminasi. Constitutional democracy menyeimbangkan freedom of association dan
democratic integrity.

Internal party disputes sering berakhir di pengadilan atau administrasi pemerintah.
Ketidakjelasan kewenangan dapat menciptakan insentif bagi elite mencari pengakuan negara.
Electoral management body dan pengadilan perlu prosedur cepat, netral, dan terbatas pada
kepatuhan aturan. Substansi politik sebaiknya diselesaikan anggota. Keterlambatan putusan
dapat menentukan tiket pemilu secara de facto.

Partai juga memengaruhi lembaga independen melalui pencalonan serta persetujuan.
Transparansi proses fit-and-proper test penting agar fungsi representasi tidak berubah menjadi
pembagian pengaruh. Kriteria, rekam jejak, dan alasan pilihan perlu dipublikasikan. Fraksi harus
mengungkap konflik kepentingan. Elektabilitas partai tidak memberi blank cheque untuk
menguasai institusi penyeimbang.

Akuntabilitas publik dapat dibangun melalui annual party report yang memuat organisasi,
anggota, kepemimpinan, keuangan, pendidikan politik, rekrutmen, keterwakilan, platform, voting,
dan sanctions. Format standar memungkinkan perbandingan. Audit memastikan reliabilitas,

26



Rudy C Tarumingkeng Dari Ideologi ke Elektabilitas: Transformasi Partai Politik di
Indonesia

sedangkan narasi partai menjelaskan konteks. Laporan bukan beban administratif bila
diintegrasikan ke sistem manajemen.

44. llustrasi Dilema Strategis Partai

Bayangkan partai memiliki kader berintegritas dengan pengalaman kebijakan tetapi
elektabilitas rendah, sementara tokoh populer dari luar memiliki modal dan jaringan namun
rekam jejak terbatas. Memilih salah satu secara biner tidak perlu. Partai dapat menyelenggarakan
konvensi, debat, masa orientasi, polling transparan, dan team ticket. Elektabilitas tokoh dapat
dipadukan dengan kapasitas kader. Yang merusak ialah keputusan tertutup atau standar yang
berubah untuk calon tertentu.

Dilema kedua muncul ketika isu populer bertentangan dengan analisis kebijakan. Partai
dapat mengikuti opini, menolaknya, atau memimpin perubahan opini. Respons terbaik
bergantung pada hak, bukti, dan risiko. Jika menyangkut hak minoritas, popularitas tidak boleh
menjadi satu-satunya dasar. Jika menyangkut desain teknis, komunikasi dapat menjelaskan
trade-off. Partai yang selalu mengikuti survei kehilangan fungsi kepemimpinan.

Dilema ketiga ialah tawaran masuk koalisi setelah kampanye oposisi. Bergabung dapat
memungkinkan implementasi sebagian program; tetap di luar menjaga alternatif dan
pengawasan. Keputusan perlu menilai policy gain, institutional role, dan mandate. Anggota atau
dewan nasional dilibatkan, dan agreement dipublikasikan. Tanpa prosedur, keputusan terlihat
sebagai transaksi jabatan.

Dilema keempat berkaitan donor besar yang sah tetapi memiliki kepentingan regulasi. Partai
dapat menerima dengan disclosure, membatasi, atau menolak. Risk-based ethics
mempertimbangkan konsentrasi, timing, hubungan kebijakan, dan ekspektasi. Firewall antara
fundraising dan policy-making, recusal, serta disclosure pertemuan mengurangi capture.
Reputasi jangka panjang mungkin lebih bernilai daripada dana singkat.

Dilema kelima terjadi ketika kader populer melanggar etik. Menghukum dapat menurunkan
suara; membiarkan merusak integritas. Partai terinstitusionalisasi menerapkan aturan konsisten,
due process, dan sanksi proporsional. Dalam jangka pendek ada biaya, tetapi credibility dapat
tumbuh. Elektabilitas yang bergantung pada impunitas adalah liabilitas tertunda.

45, Partai Politik dalam Era Kecerdasan Artifisial

Al akan memperluas kemampuan kampanye menghasilkan konten, menganalisis sentimen,
menerjemahkan bahasa, memprediksi respons, dan mengotomasi interaksi. Biaya produksi
turun, sehingga partai kecil dapat memperoleh alat baru. Namun, volume propaganda, deepfake,
dan synthetic persona juga meningkat. Verifikasi sumber menjadi sulit. Aturan provenance,
watermark, disclosure konten sintetis, dan rapid response diperlukan tanpa membatasi satire
serta kreativitas.
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Generative Al memungkinkan personalized messaging pada skala besar. Partai dapat
menjawab pertanyaan warga secara kontekstual, tetapi model mungkin membuat janji yang tidak
sah atau salah. Chatbot politik harus mengungkap identitas mesin, menggunakan knowledge
base resmi, menyimpan arsip, dan memberi jalur manusia. Pesan yang memengaruhi pilihan
harus dapat diaudit.

Predictive models dapat memberi skor persuadability atau turnout. Penggunaan data sensitif
seperti agama, kesehatan, lokasi, atau hubungan sosial menimbulkan risiko. Profiling politik
dapat digunakan untuk menekan atau mengecualikan. Pelindungan data perlu mencakup
political opinion sebagai kategori sensitif dan membatasi microtargeting. Consent dalam konteks
kampanye sering tidak benar-benar bebas.

Al juga dapat mendukung fungsi programatik: simulasi kebijakan, analisis anggaran,
pencarian legislasi, dan ringkasan aspirasi. Keuntungan ini lebih demokratis bila digunakan
transparan serta diverifikasi ahli. Model tidak menggantikan keputusan nilai. Partai harus
membangun Al literacy dan ethics review, bukan hanya content team.

Ketimpangan teknologi dapat memperkuat oligarki. Partai atau kandidat dengan data dan
compute besar unggul. Digital public rules harus menciptakan fair competition melalui ad
transparency, akses riset, dan batas penggunaan data publik. Platform tidak boleh menjadi
arbiter politik tanpa accountability. Kolaborasi KPU, Bawaslu, otoritas data, dan platform harus
menjaga independensi.

46. Agenda Penelitian Sistem Kepartaian Indonesia

Penelitian ke depan perlu membangun panel jangka panjang partai, kandidat, pemilih,
keuangan, dan kebijakan. Banyak studi bersifat snapshot sehingga sulit membedakan tren dan
peristiwa. Dataset terpadu dapat menghubungkan pencalonan, donor, hasil, jabatan, voting, dan
pengadaan dengan safeguards. Transparansi data pemilu serta partai menjadi prasyarat.

Etnografi organisasi penting untuk memahami bagaimana keputusan sebenarnya dibuat.
AD/ART tidak selalu mencerminkan praktik. Peneliti perlu mengamati cabang, rapat, kaderisasi,
dan hubungan pusat-daerah. Akses sulit, tetapi kemitraan dengan perlindungan independensi
dapat membantu. Temuan negatif tidak boleh disensor.

Eksperimen lapangan dapat menguji pendidikan pemilih, small-donor matching, debat
kandidat, dan format informasi. Namun, etika harus ketat karena intervensi politik memengaruhi
pilihan. Preregistration, informed consent bila relevan, serta disclosure pendanaan diperlukan.
Peneliti tidak boleh menjadi konsultan tersembunyi.

Comparative subnational research memanfaatkan variasi antardaerah. Sistem nasional
sama, tetapi ekonomi, agama, kompetisi, dan oligarki lokal berbeda. Perbandingan dapat
mengidentifikasi kondisi kandidat tunggal, dinasti, programmatic competition, serta party
switching. Mixed methods menggabungkan statistik dan process tracing.
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Penelitian normatif juga diperlukan: apa batas demokrasi internal yang sah, bagaimana
menyeimbangkan otonomi partai dan hak anggota, serta bagaimana mendefinisikan oposisi
dalam presidential multiparty system. Ilmu politik, hukum, ekonomi, data science, komunikasi,
dan manajemen organisasi perlu bekerja bersama. Partai adalah organisasi kompleks, bukan
hanya variabel pemilu.

47. Sintesis: Dari Pasar Suara menuju Institusi Kepercayaan

Metafora pasar menjelaskan sebagian politik: partai menawarkan, pemilih memilih, dan
kompetisi mendorong respons. Tetapi demokrasi bukan transaksi sesaat. Pemilih tidak dapat
dengan mudah mengganti kebijakan di antara pemilu, informasi tidak sempurna, dan keputusan
menyentuh hak semua orang. Partai karena itu harus menjadi institution of trust, bukan hanya
brand. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, kompetensi, integritas, keterbukaan, dan
kemampuan memperbaiki kesalahan.

Ideologi memberi horizon dan identitas; elektabilitas memberi feedback serta mandat.
Keduanya menjadi destruktif bila berlebihan. Ideologi tanpa feedback dapat dogmatis;
elektabilitas tanpa nilai dapat oportunistik. Partai matang menggunakan nilai untuk memilih
tujuan, ilmu untuk memilih cara, deliberasi untuk mengelola konflik, dan pemilu untuk
memperoleh persetujuan. Formula ini tidak menghapus politik kekuasaan, tetapi memberi batas.

Transformasi partai juga merupakan persoalan manajemen. Struktur, proses, sumber daya
manusia, budaya, teknologi, risiko, dan indikator harus selaras. Tidak cukup meminta elite
beretika bila insentif pendanaan mendorong transaksi. Tidak cukup mengubah undang-undang
bila anggota tidak berdaya. Reformasi perlu menjadi system change dengan sequencing dan
evaluasi.

Tanggung jawab tidak hanya pada partai. Pemilih, donor, media, platform, akademisi,
birokrasi, penegak hukum, dan masyarakat sipil membentuk ekosistem. Publik yang menghargai
program dan integritas memberi reward. Media yang membandingkan kebijakan menambah
demand. Regulasi yang adil menurunkan biaya. Demokrasi adalah co-production.

Dari ideologi ke elektabilitas bukan akhir sejarah partai Indonesia. la adalah fase adaptasi.
Arah berikutnya dapat menuju kartel personalistik atau pembaruan programatik. Pilihan
ditentukan oleh keputusan institusional hari ini. Partai yang mampu mengubah suara menjadi
mandat, mandat menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kepercayaan akan tetap relevan di
tengah perubahan generasi serta teknologi.

48. Ambang Batas, Fragmentasi, dan Hak atas Alternatif

Ambang batas parlemen dirancang untuk mengurangi fragmentasi dan mempermudah
pemerintahan. Namun, suara partai yang tidak lolos tidak memperoleh representasi kursi DPR,
meskipun tetap mencerminkan aspirasi. Menaikkan ambang terlalu tinggi dapat memperkuat
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partai besar, membatasi inovasi, dan mendorong merger oportunistik. Terlalu rendah dapat
meningkatkan fragmentasi serta biaya koalisi. Penetapan perlu berdasarkan evaluasi sistem,
bukan kepentingan partai yang sedang berkuasa.

Persyaratan verifikasi nasional juga menjaga keseriusan organisasi, tetapi mahal bagi partai
baru. Ketentuan kantor dan kepengurusan dapat mendorong struktur formal tanpa aktivitas
nyata. Regulasi sebaiknya mengukur dukungan anggota, transparansi, dan kesiapan administratif
melalui sistem digital yang aman, sambil mempertimbangkan geografi. Entry barrier yang
berlebihan mengubah sistem menjadi closed club.

Merger partai dapat memperkuat organisasi bila didasarkan kesamaan program, integrasi
anggota, aset, kepemimpinan, dan budaya. Merger elite menjelang pemilu sering menghasilkan
konflik serta identitas kabur. Due diligence politik diperlukan: platform bersama, pengelolaan
utang, hak anggota, dan suksesi. Negara dapat menyediakan prosedur jelas tanpa mengarahkan
hasil.

Partai baru sering tumbuh di sekitar figur atau isu. Mereka dapat menyegarkan kompetisi dan
memaksa partai lama beradaptasi. Namun, institutionalization membutuhkan waktu. Akses
media, debat, dan pendanaan harus cukup adil agar pemilih mengenal alternatif. Kesetaraan
bukan berarti semua partai menerima sumber sama tanpa syarat, tetapi aturan tidak boleh
sengaja melindungi incumbent.

Hak pemilih atas alternatif adalah nilai demokrasi. Kandidat tunggal, koalisi menyeluruh,
atau partai yang terlalu mirip dapat mengurangi pilihan substantif meski prosedur sah. Regulasi
tidak dapat memaksa perbedaan ideologi, tetapi dapat melindungi kompetisi, oposisi, akses
informasi, dan entry. Partai sendiri harus melihat differentiation sebagai aset, bukan risiko
semata.

49. Manajemen Risiko Reputasi dan Krisis Partai

Partai menghadapi skandal korupsi, konflik internal, kesalahan komunikasi, kekerasan
pendukung, kebocoran data, dan kegagalan kader. Respons krisis sering berfokus pada damage
control elektoral. Pendekatan institusional menempatkan perlindungan publik, fakta,
akuntabilitas, dan perbaikan sebagai prioritas. Reputasi jangka panjang dibangun melalui cara
menangani kabar buruk, bukan klaim tanpa kesalahan.

Crisis protocol perlu menetapkan tim, kewenangan, verifikasi, spokesperson, disclosure,
dukungan korban, sertaindependent investigation. Kecepatan penting, tetapi spekulasi merusak.
Pernyataan awal dapat mengakui keterbatasan informasi dan menjanjikan pembaruan. Partai
tidak boleh memakai buzzer untuk menyerang pelapor. Whistleblower dilindungi.

Konflik internal juga dapat menjadi krisis demokrasi. Pemecatan, dualisme kepengurusan,
atau perubahan aturan mendadak menimbulkan ketidakpastian. Mediasi, tribunal internal
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independen, dan judicial path yang cepat membantu. Publikasi alasan mencegah rumor. Dissent
tidak sama dengan sabotase; partai perlu membedakan kritik sah dan pelanggaran disiplin.

Kebocoran data anggota atau pendukung memerlukan notification, containment, forensic
review, dan remediation. Data politik sensitif dapat digunakan untuk intimidasi. Partai adalah
pengendali data dan harus mengikuti standar tinggi. Tim kampanye sementara, vendor, dan
relawan termasuk dalam risk perimeter. Kontrak serta akses dicabut setelah pemilu.

After-action review mengubah krisis menjadi pembelajaran. Root cause sering berada pada
insentif, kontrol, budaya, atau konsentrasi kuasa, bukan satu individu. Action plan diberi pemilik
dan tenggat. Ringkasan kemajuan dipublikasikan. Elektabilitas yang pulih melalui perbaikan lebih
kokoh daripada melalui pengalihan isu.

50. Rekomendasi Strategis dan Ukuran Keberhasilan

Dalam jangka pendek, partai dapat mengambil lima tindakan: membuka proses pencalonan;
menerbitkan sumber dana utama; menyusun manifesto berbiaya; membuat registri konflik
kepentingan; dan membentuk panel etika. Langkah ini tidak memerlukan perubahan sistem
besar, tetapi menunjukkan komitmen. Hasilnya diukur melalui keragaman calon, konsentrasi
donor, kualitas program, penyelesaian kasus, dan persepsi anggota.

Dalam jangka menengah, partai membangun membership system, policy institute,
leadership academy, digital participation, dan succession plan. Anggaran organisasi dialokasikan
multi-tahun. Key performance indicators mencakup retention anggota, kegiatan cabang, lulusan
kader, adopsi usulan anggota, serta transisi kepemimpinan. Indikator suara tetap ada tetapi tidak
tunggal.

Pembuat undang-undang perlu memperbarui pendanaan, audit, iklan digital, pelindungan
data, dan transparansi pencalonan melalui konsultasi luas. Reformasi oleh partai incumbent
memiliki konflik kepentingan inheren. Independent commission atau panel ahli dapat
menyiapkan opsi, sedangkan keputusan tetap demokratis. Sunset dan review clause memastikan
aturan dievaluasi setelah pemilu.

KPU dan Bawaslu membutuhkan kapasitas data, forensic finance, serta platform oversight.
Laporan standar machine-readable dan terhubung identitas hukum. Penegakan menggunakan
risk-based audit. Putusan penting diberikan sebelum hasil atau jabatan kehilangan relevansi.
Transparansi prosedur melindungi lembaga dari tuduhan partisan.

Keberhasilan akhir terlihat pada lima perubahan: pemilih dapat membedakan program;
kandidat berkualitas memiliki jalur tanpa patron besar; dana politik lebih tersebar dan terbuka;
koalisi serta voting dapat dijelaskan; dan partai bertahan melewati pergantian figur. Bila
perubahan ini terjadi, elektabilitas tidak lagi mengosongkan ideologi. la menjadi bukti bahwa
gagasan, organisasi, dan kepercayaan berhasil bertemu dalam mandat rakyat.
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Istilah Pengertian

Aliran
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Pengelompokan sosial-politik berbasis jaringan,
identitas, dan orientasi budaya-keagamaan.

Catch-all party

Partai yang memperluas dukungan dengan
mengurangi kekhususan ideologi.

Cartel party

Partai yang bekerja sama mengamankan akses
negara dan mengurangi risiko kompetisi.

Coattail effect

Pengaruh popularitas kandidat utama terhadap
suara partai atau kandidat lain.

Dealignment

Melemahnya keterikatan jangka panjang pemilih
kepada partai.

Elektabilitas

Probabilitas calon atau partai dipilih dalam pemilu.

Ideologi

Sistem nilai dan gagasan mengenai masyarakat,
kekuasaan, dan perubahan.

Institusionalisasi partai

Proses ketika partai memiliki akar, nilai, rutinitas,
dan ketahanan melampaui figur.

Kartelisasi

Kerja sama elite partai yang mengurangi kompetisi
dan membagi akses sumber daya.

Klientelisme

Pertukaran dukungan politik dengan manfaat
personal atau kelompok.

Mediatization

Penyesuaian politik terhadap logika media.

Oligarki

Konsentrasi kekuasaan dan sumber daya pada
kelompok kecil.

Partai programatik

Partai yang bersaing melalui platform kebijakan yang
jelas dan konsisten.

Personalisasi

Pergeseran perhatian dan kekuasaan dari organisasi
menuju individu.

Political marketing

Penerapan riset pasar, segmentasi, dan branding
dalam politik.

Presidentialization

Pemusatan kompetisi serta organisasi pada figur
calon presiden.

Split-ticket voting

Pemilih memilih partai dan calon eksekutif dari kubu
berbeda.

Party system

Pola interaksi, kompetisi, dan koalisi antarpartai.
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Programmatic accountability

Pertanggungjawaban berdasarkan konsistensi antara
janji, keputusan, dan hasil.

Short-termism

Dominasi pertimbangan jangka pendek atas tujuan
jangka panjang.
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